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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN  

SECARA ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, 

cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan 

pembaruan administrasi dan persidangan guna 

mengatasi kendala dan hambatan dalam proses 

penyelenggaraan peradilan; 

b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan 

adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan 

di pengadilan yang lebih efektif dan efisien; 

c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang 

terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang 
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Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik; 

 

Mengingat : 1. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad 

Tahun 1847 Nomor 52); 

2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De 

Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 

1927 Nomor 227); 

3. Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 

1941 Nomor 44); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5077); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
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Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5079); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5078); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3713); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4282); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182). 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI 

PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA 

ELEKTRONIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan 

agama/mahkamah syar’iyah, pengadilan militer dan  

pengadilan tata usaha negara. 

2. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem 

informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk 

memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang 

meliputi administrasi, pelayanan perkara dan 

persidangan secara elektronik. 

3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa 

alamat surat elektronik yang telah terverifikasi. 
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4. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi 

syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan 

dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah 

Agung. 

5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang 

memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi 

pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh 

Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara 

Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan 

RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk 

badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang 

ditentukan undang-undang. 

6. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah 

serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ 

keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan 

pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, 

jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya 

hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan 

penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata 

agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan 

menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-

masing lingkungan peradilan. 

7. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses 

memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang 

dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

8. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/ 

pembantah dalam suatu perkara. 

9. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah 

dalam suatu perkara. 

10. Dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan 

yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi 

Pengadilan. 

11. Hari adalah hari kerja. 
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